E—”ERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT |
NOMOR | €11 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS, SERTA el
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLI’I‘IK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9'}7 ayat {1) EER
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang -
Perangkat Daerah sebagaimana telah: diubah dengan ol
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 teﬁtangf ROt Lo
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 . = =
Tahun 2016 = tentang Perangkat ‘Daerah |
mengamanatkan bahwa . Perangkat Daerah ‘yang oo
pelaksanaan tugas dan fungsinya: telah dapat:'-'_"ﬁ_- e
dilaksanakan oleh- kelompok Jabata_n fungs;ona}
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya =~ |
telah digantikan secara penuh oleh kels)mpek gabatan_-. e
fungsional; : . e

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf .5'“- e
b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara"._'; i
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17  Tahun 2021 = -
Tentang penyetaraan - Jabatan - Admunstrasz ke oo '
Jabatan  Fungsional, - mengamanaﬂ{an bahwa
peyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah AR

c. bahwa dalam rangka mewu}udkan bzroklasz yang Sl
dinamis dan profesional sebagai upava pemnakatan"f;;
efektivitas dan efisiensi guna’ m@ndukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilakukan: penyedezhanaanf-ll Rt b
birokrasi melalui penyeiaraan jaba‘ta}fl admmzstram 1{63 i L
dalam jabatan fungsional; - T .

d. bahwa berdasarkan pertlmbanga:a sebagalmana-:’_-j e
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf cperlin
menetapkan Peraturan Gubernur - ‘zemang N
Kedudukan, Susunan Organisasi; Tugas’ dan Fungsi, &
serta Tata Kerja Badan Kesatuan- Bangsa dan Pcﬁmk':f-'-"f"_f St
Provinsi Kalimantan Barat; S




Mengingat
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Pasal 18 ayat (6) Ua:adar;g—Undancf Dasar Negala'_.'-f?_
Republik Indonesia Tahun 1945 SO e e
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tenta;ng' _ o
Pembentukan Daerah-Daerah - Otonom Provms; g
Kalimantan  BRarat, Kallmantan : Seiatan 'f_-.';'dai‘i : g g
Kalimantan Timur (Lembaran Negara ‘Republik:
Indonesia Tahun 1956 ﬁomor B5; Tambahan.;;-f-f_f-_-j=j} i
Lembaran Negara Repubhk Ind@ﬂesm Nomor 1106) .

Undaﬂngndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang-_:.;
Aparatur " Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk:.
Indonesia Tahun 2014 Nowmior 6, Tambahan Lembaran i
Negara Repubhk Indonesia Nomm 54-94) .

Undang-Undang Nomor 23 | ’I‘ahun 2014 tentang_':__f

Pemerintahan Daerah (Lembalan Negara Repubhkj‘nf
Indonesia- Tahun 2014 -~ Nomor 244, Tambahan =
Lembaran Negara Repubhk Indonesza Nomor 5587)
sebagaimana telah dmbah beberapa kah dan terakh_
dengan Undemg*Undang Nomor. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembarazl Negara "'*'Repubhkf
Indonesia Tahun 2020 “Nomor 245 Tambahazi
Lembaran Negaua Repubhk: Indenesza Nomor 65 7 3) :

Peraturan Pemerm‘tah Nom@r 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik:
Indonesia” Tahun 2016 Nc)mor - 114, ’I‘ambah&nE
Lembaran Negara Repubhk Indanesza _Nomor 5887)'
sebagaimana - telah dmbah dengan . Peraturan'
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ‘i:entmlg Perubaha
Atas Pera“turan Pemermtah Nomor 18 Tahun 201
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negala 'Repubhk'
Indonesia ‘I‘ahun 2019 Nomor e ha

Peraturan Pememﬁ:ah Nomor 11 Tahun 2017 ientang_
Mana;emen ‘Pegawai Negerl Szpﬂ (Lembaran Negara,
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo " 63, Tambahan:
Lembaran Negara Repubhk Indonem _meor 603’?):
sebagaimaﬁa telah ~ diubah derigaxa _Pe1atural
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentanﬁ 'Pemba 1
Atas Peraturan Pememntah Nomor 11 ’I‘ahun 201’7-
tentang Managemen P@gawa; Negerl Slpﬂ (Lei‘nbaran;
Negara Repubhi«: Indonesia Tahun 2029 Nomorf368

Tambahan ' Lembaran | Negara Repubhk Indone ia
Nomor 6477); '




Menetapkan

10.

-3~

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomior 11 Tahun .

2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan =
Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa =«
dan Politik (Berita Negara Republik Indenesm Tahun': L

201S Nomor 194);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apazatur Negara PR )
Dan Reformasi Birokrasi Nomor “Tahun 2021: -
Tentang Penyetaraan Jabatan Admlmstram ke
Jabatan Fungsional (Berita Negara Repubhk Indonemaf-"'- [EIEE

Tahun 2021 Nomeor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaza-.'ﬁ?_'- B
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Or gamsasz Pada - o
[nstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaaﬂ Birokrasi e
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun- .’2(}21 Nomorf:-_‘ S

546):

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang_:ﬂ_ e
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah =
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi .
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan =~ =
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Bara‘t Nomor; [ ERRt ety

6} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelubahan_f S

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkai Daerah .-
Provinsi Kalimantan Barat {Lembaran Daerah’ P1c>vms1’__“f S e
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan'ﬂf-
Lembaran Daerah  Provinsi Kahmantem Baratff”_,'f e

Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ~KEDUDUKAN, s
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA .~
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Ko

PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

- BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pememntahan oleh S
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rak.yat Daerah: menurut asas’ Ca '
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi. seluas 1uasnya-:_-"i" P

prinsip Negara Kesatuan Republik - Indones:ta_ SR

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk.

Indonesia Tahun 1945 - :

dalam sistem dan




o

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adaiah wa1 ga 1‘1@gara
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Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara"f - '.:
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermtahaﬂ S

yvang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. .
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalunanian Barai

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantsn Barat- yang
selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang. R
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan . baﬁgsa dan P

politik di wilayah provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa da:a Pohuk Pi ovms1 ;
Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis cperé'éicﬁiéti it
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada-Badan Kesaman Bangsa dan

Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adaizah" pfdfelsi'ba&'i_z- %
pegawal negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan: per}anjlan ker;a yangj' :‘_

bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya . d1se’but Pegawa1 ASN = ;
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemermiah dengan perjanjlanf--';'_f'j' :
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawalan dan dlserahtL tugas'?']ﬁ : i
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas’ negara 1amnya dan__--f’ Sl

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dzangkat sebagai Pegaweu ASN_

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduk1 jabaian :

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang bmiéi fungszdaﬁ i
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta admmmtrasz pemermtahan_j_ i

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah: Pegawai ASN yang mendudmiﬂ Jabatan
Administrasi pada instansi pemez intah. - '

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bemsx fungs: dan'
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional " yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu. L : _
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN Yari_g : menciudukl J é;baﬁg;j.i-*f
Fungsional pada instansi pemerintah. ' IERERETES M R A T

Organisasi Kemasyarakatan .yang selanjutnya disebut C}Imas ada}ah :_f:'
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secaua sukaie}a"- e
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentmgan AR

kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembaﬂgunan demlf ”
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indones:{a yang beldagarhaii'

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Endonesm ’I‘ahun
1945, | | :




-B.

BAB II
KEDUDUKAN

. Pasal 2

Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IiI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

. Pasal 3

Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Gubernur ~dalam

melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Wﬂayah Pr ovmsz"_ o

Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan pemndang—-undaﬂgaﬂ _

Paszal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud cialam Pasal 3 Badan £

Kesbangpol menyelenggarakan fungsi : R
a. perumusan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan poh’uk

b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan ideologi’ Pancasﬂa dan L
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan keh1dupan L
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan ‘budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, wmat: beragama, ras; i
dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta Sl
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan kanﬂzk Soszal dl_'_j R

wilayah provinsi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 1de010g1 Pancasﬂa dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehzdzxpan:f R
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial ~ dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat’ bezagama ras, e b

dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan 'sel ta

pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konﬂlk 8081311 di :-;_':Q_}f BT e

wilayah provinsi;

d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembmaan 1deologi.'_- SEa
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri- =~
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan. = =
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama SR
ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta i
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan - kcmﬂlk sosmi dr..:-_;" AL

wilayah provinsi;
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penyelenggaraan kegiatan di ‘bidang pembinaan ideologi -'-Paricasﬂa “dan - !
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan fkehidﬁpéi‘i_ o i
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial: "déin budaya,'_
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beiagama ras; o

dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi Iiemasyarakatan serta

pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosm} di

wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan pemndang undangan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembmaan 1déb’16§g'i'_

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan poimk dalam 1aeger1
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonozm sosml dan"- e
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra su'ku umat’ ’beragama L
ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyaral{aian sertai'g__:__._."-f'_:
pelaksanaan kewaspadaan nasmﬂal dan penanganan kcmﬂﬂc soma} d1

wilayah provinsi;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas I{merjainstansl :-f..
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik . di --iinzgkangai;i"- Badan -

Kesbangpol; _
pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pnnpman Qaeiah provai

pelaksanaan administrasi di hngkungan Badan Kesbangpoi da;ri

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang dlberlka,n oieh-f'._' .
Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik sesueu ketenman e

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari :

a. Kepala Badan;

Sekretariaf; . R
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Banasa
Bidang Politik Dalam Negeri; - :

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan 01 gams&sx
Kemasyarakatan; : : '

o oo o

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Kcnﬂik; R
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana tercantum dalam L
Lampiran yang merupakan bagian tidak terplsahkan dam Peratu:ran S

Gubernur ini.
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Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membinag,. -
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan - e
Badan Kesbangpol di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai }{etenman
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Badan mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosiéi"badaya," _:
agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan ﬂaswnai dan
penanganan koniflik; R

b. perumusan kebjjakan di bidang ideologi, wawasan kebahgsaala damo o
karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, "S'osiéi budaya, FEER
agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasmnal dan .
penanganan konflik; :

c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang ideologi, Wawaﬁ'aﬁ X
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonom1, S
sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan .
nasional dan penanganan konflik; '

d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang 1de010g1,_ Wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekcnomz

sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta hewaspadaan ' ;:_ o
nasional dan penanganan konflilk; ¥

e. penyelenggaraan kegiatan di bidang ideoclogi, wawasan kebangsaan da.n N
karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, seszal ‘buc‘iaya L :- o
agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan naszonal daﬂ
penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang»undaﬂgm

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 111’1gkungan Badan
Kesbangpol;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi _b'irokras_i,' o A
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), :da‘fi pélayémanﬂ ot
publik di lingkungan Badan Kesbangpol; L R

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dio n
bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pohtﬂi da}am EEN

negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan orgamsas:t
kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konﬂlk
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i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan'
perumusan kebjjakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan d’m'_-- R B
karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekornomz, sosmi budaya, - o
agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasmnal dan SERCEE

penanganan konflik; dan

J.  pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa .; | o
dan politik yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan' et

perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dlpzmpm--; i
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung;awab kepadaﬂ

Kepala Badan.
Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumﬂS&ih' kéb‘ijékaii d1
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum da:a aparamr keuangan?_f . :
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksafiaan seluruh keola’tan_-’: Lol

pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 9 Sekretarla‘i '_ ;__5 G

mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset

¢. pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana k&i‘_}& mom’cormg dan;_-
evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset : '

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi di. b1dang penyusunan’.f 'f':_ S
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur' smta-

keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesbangpol: -

e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana. kte:tj}a di lmgl«:uri’lgan-_'-'.__'.i_ ﬁ_f"_'f:
Badan Kesbangpol sesuai ketentuan peraturan: pemndangwundangan e

f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di - b}dang rencana’. kez;a :

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di 2 FE
lingkungan Badan Kesbangpol sesuai ketentilan pera‘curan perundang—“-_ Bt

undangan;

g pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Slstfem Akuntabﬂltasu_'f_
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan pubhk dl Imgkungan'

Badan Kesbangpol;

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungs1 d1 Imgkungan-;_f _ ; :

Sekretariat;




i. pemberian saran dan pertimbangan kepada K@paia Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksan&an_; P
tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kesbangpol; dan o

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang dlserahkan oleh' SETRERE O
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundangﬂ,u‘zdangan :

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Aparatur. _ R

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masmg—masmg dzpunpmf_ R
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dl bawah dan'_r_ e o
bertanggungjawab kepada Sekretaris. S

: Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaumana di maksud dalam Pasal 11 ayat' ESEE
(1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebljakan dioooo0
bidang umum dan aparatur, serta mengendalikan pelaksanaan keg},atan"-;j I Pt
sesuai dengan tugas dan fungsinya, o i

- Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 12 Sub-z- 0.
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai funam - '

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan pemmusan kebljakan d1 bidang_ﬂ-f-fi
umum dan aparatur di lingkungan Badan Kesbangpoi R SR

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugﬂs dan ful'l‘?‘SI d1. '_
lingkungan sekretariat; . : o _f __

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan funvm d1 bidang"" i
umum dan aparatur; DU ORI RGRRE s

e. pelaksanaan urusan dan pelayanan umum. di bzdang umum dan aparatuz e
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; R S

f. pengendalian dan pengawasan terhadap peiaksanaan mgas pada Sub:_f 5
Bagian Umum dan Aparatur; - E

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretans berkeriaan dengan-j-3-";.ff: : i
tugas dan fungsi di bidang umuim dan aparatur; : A s

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan I{aporan 'te1 hadap .
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur, daﬁ :

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yaﬂﬁ diserahkan?fﬂ o
oleh sekretaris. _ o .
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Bagian Kelima C
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter 'Ban'gsa

. Pasal 14

Bidang Ideoclogi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana';_';'.'_'.;' '_
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala. B}dang" L

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunya:t mgas-' S i
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaken teknis di’ bidang ideologi, ~
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan S
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta bertanggunh}awab' I
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bzciang 1deolog1 IR

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

Pasal i6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam- Pasai 15 B}demg :

Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyal fungsz

a. penyusunan program kerja Bidang ldeologi, Wawasan - Kebangsaan dan’-'-Zg':}:’ﬂ_'__-

Karakter Bangsa;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bn:iang 1deolog1,___'___5_:;.'_"'fi_'.--.-__2.f-'_'f
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter - bangsa,. pembaman'_ff:{ii’_f T

kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang zdeoiogl, wawasaﬂ__ . e
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaman kebangsaan T

bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsl Ch :.5
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, . karakter bangsa, e
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan se;arah kebangsﬁan-*_:'éj Sl

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. penyelenggaraan urusan di bidang ideologi, wawasan Lebangsaan bela.:f'-

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka: tunggal ika dan_”.;

sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan. pemndang»undangan S

f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di’ bldang 1deoiog1,:?
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa “pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah Lebangsaan | sesuai_{.- fE e

ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dz bidaﬂg'f}:_: -_ -
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter barﬁgsa pembauran'___:;;_""-""_-"_.

kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan bel“kenaanff'.g;:':_':'.':.'":;:.
dengan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan bela--_-'-';_'-"_'._ i
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, _bhmeka tunggal 1};& dani G

sejarah kebangsaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bldang
ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sesual ketentuan
peraturan perund ﬂgqmr}amrgm
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Bagian Keenam
Bidang Politik Dalam Negeri

- Pasal 17

Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 5 aya'f: (1)

huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan-:_i_ A

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menylapkan bahan dan
merumuskan kebijjakan teknis di bidang pendidikan poh’uk ﬁatzka budayair--_' i
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan - pememnt&haﬁ,._f;f
perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemahhan umum__"_'_ S
kepala daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provms;i serta
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegmtan pelayanan dan'- e

administrasi di bidang politik dalam negeri.

| Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasa‘i 18 Bldang

Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Politik Dalam Neﬁerz e

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di hldang pendidlkanﬂ:’:?
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasﬂﬁ:asz kelembagaan' S i
pemerintahan, perwakilan, partai politik, = pemantauan- pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pema_ntauan sﬁ:uaSl poh’czk d1 s

wilayah provinsi;

c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendmhkan poh’ak 5 _
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasmtaSI kelembagaan'_ _f L }':
pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemantauan pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan sz‘tuam poh‘cﬂ«: di_' :
wilayah provinsi; - '

d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung81 ch
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, penmgkatan demokra31_:_:';';'__5:-:..-_"?
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan;" partau pahtzk L
pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepaia daerah; dan
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi sesuai keteutuan peraturan} o

perundang-undangan;

e. penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan politik, etlka budaya p()htik : o
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemermtahan perwalﬂlan : S
partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemﬂzhan umurm- kep&la;f?-:-:_'3'_’= _ g
daerah, dan pemantauan situasi politik di mlayah prowns1 sesuaz'_:_-'_';’; e

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi :di bidang i

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasﬂltaSl-_ R
kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemem_tauan. o

pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan. pefné,nté;ué;n.-i“ P
situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundaﬁg— SR

undangan.

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di badaﬂa”_ H Eipe s
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,. fasilitasi -~~~ -
kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai pc}htﬂ{ pemantauan:.;
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan g

situasi politik di wilayah provinsi;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala B&d&n': béﬂ{eﬁéaﬁ _' §
dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan politik, etika budaya pohtzk ER

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemermi:ahan perwakllem .
partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepa}a__.-' .
daerah, dan pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;: dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bid&l’lg pohtﬁik'_: L i

dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan

Bagian Ketujuh _
Bidang Ketahanan Ekonemi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi Kemasyarakatan

- Pasal 20

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan- Orgamsas;.:.';" : ;
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, =
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada _ch-__.-_ bawah _._daz_a_-_ﬁ

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- Pasal 21

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama ‘dan Olganisas1:5 S i
Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan’ merumuskan
kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya fasilitasi’ .
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan’ umat . beraﬂama'._-é'-;"";-"-'
dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pembei dayaan ormas S
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas’ asmg di L
wilayah provinsi, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan Seluruh"'-: i

kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kefahanan ekonoml soszal =

budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan.
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Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan,
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan,
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama  dan
penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

penyelenggaraan urusan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunhan -

umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas, =~
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, penigawasan .
ormas dan ormas asing di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan . ¢

perundang-undangan; .
penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang -

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyéiahgunaan o

narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan - penghayat
kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi -dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang E
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan - .penghayat : _
kepercayaan, pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,; evaluasi dan

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah -
provinsi; _
pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan -berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, -
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi” kerukunan.
umat beragama dan penghayat kepercayaan, pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan ' e
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang
ketahanan  ekonomi, sosial, budaya, agama dan ‘organisasi -

kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

-
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Bagian Kedelapan
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- Pasal 23
Bidang Xewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugaé

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ké_WgSpadaan . .
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing . dan -

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan -

bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, - serta

penanganan konflik di wilayah provinsi, serta bertanggung jawab' memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai-?ﬂr,'-Bidahg: E )

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi

4. penyusunan program Kkerja Bidang Kewaspadaan = Nasional - dan S & I

Penanganan Konflik; - LA
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan -
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi . -

kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan - daerah .
provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; : S

c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspfa:daan dml, o

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan =

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,  fasilitasi ' '_
kelembagaan bidang kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah

provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugéé dan }fuﬁgsi di i
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauvan orang asing, &

tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum “koordinasi = -
pimpinan daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah provinsi. .

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

€. penyelenggaraan urusan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, =
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan . Lembaga = asing, L
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan ' bidang . . .
kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, Cgerta
penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;




h.

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keiga
Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesbangpol ditétapkan ciengan Peraiuran SR
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penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi -di - bidang .
kewaspadaan dini, L:ergasama intelijen, pemantauan orang asmg, ienaga-g_:'._;;_
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbafasan antar negara, o

fasilitasi kelembagaan bidang . kewaspadaan forum- k001d1na31 plmpman R BRI
daerah provinsi, serta penanganan konflik di wilayah" pmvm& sesua1 FEES A R

ketentuan peraturan perundang-undangan.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan ‘Lugas dz bxdancrﬁ RERE S
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantanan orang asing,. teﬂaga'
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar nugara
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, forum kcordmasal pimpman

daerah provinsi, serta penangarian konflik di wilayah provinsi;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan: berkenaan:_ B
dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, k@r;asama mtel:gen i

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan b1dang
kewaspadaan, forum koordinasi pimpinan daerah - provms1, _ serta e

penanganan konflik di wilayah provinsi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dl bzdang
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai ketentuan_ S

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat {1y huruf_f - o
g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis’ operasmnal a‘cau:ﬁ_____'ﬁ o

kegiatan teknis penunjang Badan Kesbangpol.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dlpln‘lplﬂ oleh';

seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung;awab kepada'{;
Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pagsal 27

Gubernur sesuai ketentuan peraturan peruridang-undangan.

(1)

Bagian Kesepuluh o
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsmnal

Pasal 28

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) A
huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan - T
tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan’ pelayanan ‘teknls"l':_-'f A

fungsional.




(2)

(3)

(4)

(3)
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Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan ‘dilakukan < -

sesual dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat"'_'(i)'..' I
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada .

Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan.
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam- Jabaﬁ:ah o
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub - Koordinator -

Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang._ } -

dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang}.

ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang-;f*

mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan .
Fungsional. '

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta L
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinstor 'Ke_loﬁij:bk D
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), "diatﬁr iébiﬁ'-".-'_f_'_'_ o
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Sesua:[ ketentuan FR

peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional vang diangkat . -~ melalmf'_'- el
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab-'_-_- =
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pz*atama ‘Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keierkaztan dengan |
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjanvnya Sesua;{: o

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada* ayat (-

memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan 3._-': R
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang— S

undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungszonai ditetapkan sesum keten’cuan E

peraturan per undangwundemgan

Pasal 30

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dﬂantﬂ{f;. .'
ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penye‘taraan Jabatan"' '

diberikan penghasilan sama dengan jabatan yang dzduduiﬂ Sebemmn}ra
sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perumdang undangan'_ L
mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan dlcludukz dlseta:a akan
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebeiumnya Sampa;“
dengan dltetapkannya ketentuan penghasﬂan Pemyﬁtaraan J abatan
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(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud i
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti -."per’a"ml‘é_&n p'éi‘uifx_dahg? S
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan angsioﬁal'té%ébﬁti S

- BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawa1ASN S
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat ‘dari Pegawal ASN 5 e
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. o L ' S

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan ~ Badan - _:;Ké'sbaii‘gptj};; e |
memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan =
perundang-undangan. | : B

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi.
Pegawai ASN dalam suatu jabatan - disesuaikan ~dengan . ketentuan GLen
peraturan perundang-undangan. e s e

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Badaﬁ -Kéébaﬁgpidl disusun sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan. IRETRE R S e

Pasal 32

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan J abatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai ‘dengan’ bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur  mengenai
penyederhanaan birokrasi berlalku. - R

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan péngei(ﬁaan___1§égiai;a:1i;f:sébagaiﬁia§§é{
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian '3keweﬁéﬁéaﬁf}?aiig
diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Sésu_ai"fdeiigéh:éj}_liétiéfi‘fﬁiﬁt_éih
peraturan perundang-undangan. BRI

(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% {dua puluh lima
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapanAngkaKredﬁ,
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan-
pengembangan profesi, R
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BAB YV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu

Tata Kerja
Pasal 33

(1) Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada =

bawahannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pej'ab'at

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Kesbangpol maupun antar
Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan
di lingkungan Badan Kesbangpol dan mengambil laﬁgkahwlaﬁgliah vang
diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. |

Bagian Kedua
Laporan

Pagal 34

(1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan B

memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretarls Daerah

perihal kebijakan yang ditetapkan.

(2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada’ Gubemur-'. B
melalui Sekretaris Daerah secara tepat wakiu yang d1susun sesual-_ SAREIE

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pejabat di lingkungan Badan Kesbangpo! wajib mematuhi kebijalkan R §

yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan: tﬂgas Sérta“__._ E
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan- masmg
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan >

menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberzkan L

saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Selqetans Guna'_-':
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan. ' '
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BAB VI
PEMBIAYAAN

‘Pasal 35

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentrahsasz chbebankan pada..._
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ' ; o

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan: dan ‘i:ugas 1&11’11'13;&' _' 3 ;_.:
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. :

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Badan Kesban pgl'gﬁ_:__ S

ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentusn peramran pemndang-
undangan. . o

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang beztanagung;awab d1 b} dancrf-':'__:"""":
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan:_::_

organisasi Badan Kesbangpol sesuai ketentuan pelaturan p@rundang-
undangan. - '

(3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan daﬂ ker_}a sama ciaiamf_ e
kegiatan pembinaan dan pengendalian orgamsam Badaﬁ Kesbangpol;; :
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangsn. : : SR

(4} Dalam rangka pelaksansan tugas dan fungsinya, agar selumh Pejabat_:f--f*'-'__:;.}_'-
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuaﬂ',ﬁ_._
peraturan perundang-undangan. Y

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

‘Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawm ASN yang -:' -
melaksanakan tugas pada Badan Kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya':j’_
sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembma Kepegawman i
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BABIX
KETENTUAN PENUTUP

‘Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pmaturan Gubernm Nomcr__._-':'-.'; E .
68 Tahun 2019 fentang Kedudukan, Susunan Orgamsasz, ’I‘ugas dan Fungs,z-',-_ A
serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Provinsi Kahmaﬂtani o
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun. 2019 ‘Nomor - 69)':';_;:_ : o
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan (}ubemur Nomor 102 Tahuan '_
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahura 2016'1'i'--3__-j_-j.'3 s
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Ta‘ta Kerja i
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan- Barat (Berita. Daerah;f'{:'
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 102), d1cabut dan d11‘1yataka1‘11’-_'f:_§---._ff e
tidak berlaku. . R SRR

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlak.u pada tan ggal dzundangkan

Agar setiap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peza‘tuz an_-'-
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Bemta Daerah onvms
Kalimantan Barat. S s

Ditetapkan di Penttanak
padatanggal 10 f“_f L S
%GUBERN{}R KALEMANTAN BARAT Q

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal g Tuni LA

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

-

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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